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ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari berbagai masalah terkait tindak pidana yang
dilakukan oleh para pengguna jasa seks komersial, dimana dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2023 pengguna jasa pekerja seks komersial hanya dapat dijerat
apabila dia telah menikah dan merupakan delik aduan. Hingga saat ini pengguna
jasa pekerja seks komersial hanya dapat diatur dalam Peraturan Daerah masing-
masing seperti Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014 dimana
peberlakukan peraturan ini terbatas secara regional. Penelitian ini dilakukan untuk
menjawab bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja
seks komersial dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam melalui
studi Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu
penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dengan menggunakan
penelusuran studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case
aproach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Sumber penelitian
ini menggunakan . sumber primer dan sekunder. Teknik analisa data yang
digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara induktif
sehingga menjadi data yang konkrit terkait pertanggungjawaban pidana pengguna
jasa pekerja jasa pekerja seks komersial dalam perspektif hukum positif dan
hukum pidana islam.

Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu dalam hukum positif
seperti Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat, dimana apabila
ada seseorang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial dapat
mempertanggungjawabkan pidana, kurungan selama 6 (Bulan). dan denda
maksimal sejumlah Rp.*50.000.000 (Lima Ruluh Juta ‘Rupiah) sebagai hukuman
pokok. Kesimpulan yang kedua, seseorang yang melakukan atau menyewa jasa
pekerja jasa seks komersial atau sama dengan melakukan zina dalam. perspektif
hukum pidana islam, dapat dikenakan hukuman berupa jilid atau cambuk 100 kali
bagi pezina gahiru muhshan dan rajam bagi pezina muhshan.

Diharapkan agar peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi
terutama bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks
komersial dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundang-
undangan yang mengatur mengenai prostitusi di indonesia sehingga dalam hal
penegakan, penertiban dan pemberantasan para pengguna jasa pekerja seks
komersial dalam bisnis praktik prostitusi konvensional akan lebih efektif dan
merata.
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